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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

NOMOR O~ TAHUN 2010 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN
 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 

LAMPUNG SELATAN TAHlIN ANGGARAN 2009
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemelintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daetah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang 
telah diper1ksa oleh Badan Pemeliksa Keuangan paling Iambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa	 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
hurut a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan 
2009; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 
Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Carurat Nomor 6 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Baa Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28	 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dali Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 



5. Undang-Undang	 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

6. Undang-Undang	 Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor4355); 

7.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4389); 

8. Undang-Undang	 Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang	 Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Hornor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4421); 

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4844); 

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); 

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor5049); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4712); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layiman Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 



15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor4503); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4575); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4576 ); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4577); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4578); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4585); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4592); 

23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4614); 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 59 Tahun 
2007; 

25.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 5elatan Nomor 08 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 5eJatan Nomor 01 Tahun 
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2009; 



27.Peraturan Daerah Kabupaten lampung Selatan Nomor 05 Tahun 
2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009. 

Dengan Pel'Setujuan Bersama
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

dan
 
BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009. 

PaN' 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Iaporan keuangan 
memuat: 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan arus kas; dan 
d. Gatatan atas Iaporan keuangan. 

(2)	 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan laporan kine~a dan ikhtisar laporan keuangan baclan usaha 
milik daerahlperusahaan daerah. 

PaNI2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (1) 
huruf a sebagai berikut : 

a.	 Pendapatan Rp. 680.939.621.451,55 
~,	 b. Belanja Rp. 636.832.321.467,11 

SUrplusldefisit Rp. 44.107.299.984,44 

c.	 Pembiayaan : 
- Penerimaan Rp. 1.064.259.136,84 
- Pengeluaran Rp. 44.853.138.395,00 
Pembiayaan netto Rp. (43.788.879.258,16) 

PaN' 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut: 
1.	 Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp.(206.617.272.570,27) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pendapatan setelah 
perubahan Rp. 887.556.894.021,82 

b. Realisasi	 Rp. 680.939.621.451,55 
8elisih Iebih/(kurang) Rp. (206.617.272.570,27) 



2.	 Selisih anggaran dengan realisesi belanja sejumlah 
Rp.(190.899.463.796,55) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 827.731.785.263,66 
b. Realisasi	 Rp. 636.832.321.467,11 

5elisih Iebihl(kurang) Rp. (190.899.463.796,55) 

3.	 Selisih anggaran dengan reaJisasi surplusldefisit 
sejumlah Rp. (15.717.808.773,72) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Surplusldefisit setelah perubahan Rp. 59.825.108.758,16 
b. Realisasi	 Rp. 44.107.299.984,44 

Selisih Iebihl(kurang) Rp. (15.717.808.773,72) 

4.	 se/isih anggaran dengan realisasi penerimaan 
pembiayaan sejumlah Rp. (39.000.000,00) dengan rincian sebagai 
berikut: 

a. Anggaran penerlmaan pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 1.103.259.136,84 

b. Realisasi	 Rp. 1.064.259.136,84 
Selisih Iebihl(kurang) Rp. (39.000.000,00) 

5.	 Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan 
sejumlah (Rp.16.075.229.5oo,OO) dengan rlncian sebagai berlkut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 60.928.367.895,00 

b. Realisasi	 Rp. 44.853.138.395,00 
Selisih lebih/(kurang) Rp. (16.075.229.500,00) 

6.	 selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto 
sejumlah Rp.16.036.229.5oo,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pembiayaan netto setelah 
perubahan Rp. (59.825.108.758,16) 

b. Realisasi	 Rp. (43.788.879.258,16) 
selisih Iebihl(kurang) Rp. (16.036.229.500,00) 

PaNI 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Passl 1 ayat (1) huruf b per 31 
Desember Tahun 2009 Sebagai berikut : 

a. Jumlah aset	 Rp. 1.540.204.548.725,00 
b. Jumlah kewajiban	 Rp. 25.798.514.569,00 
c. Jumlah ekuitas dana	 Rp. 1.514.406.034.156,00 



Paul 5
 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayet (1) hUM C 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 
sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2009 Rp. 978.259.136,84 
b. Arus kas dari aktivitas operasi	 Rp. 163.635.467.890,44 
c. Arus kas dari aktivitas Investasi sset 

non keuangan Rp. (119.528.167.906,00) 
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (44.767.138.395,00) 
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp.	 o 
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2009 Rp. 318.420.726,28 

Paul 6 

Catatan atas Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayet 
(1) hUM d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas 
pos-pos laporan keuangan. 

Paul 7 

Perfanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini, terdiri dari; 

a. Lampiran I	 ; Laporan realisasi anggaran 
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi; 
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 

Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja 
dan pembiayaan; 

Lampiran 1.3 ; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi. program dan 
kegiatan; 

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 
Keselarasan dan kelerpaduan urusan pemerintahan 
Daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan 
Keuangan Negara; 

Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah; 
Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah; 
Lampiran 1.7 ; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 
Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

Lainnya; 
Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 

Sampai akhir tahun dan dianggart<an kembali dalam 
Tahun anggaran berikutnya; 

Lampiran 1.10 : daftar dana cadangan daerah; dan 
Lampiran 1.11 : Daftar pinjamao daerah dan obIigasi daerah. 

b. Lampiran II : Neraca 
c. Lampiran III ; Laporan arus kas 
d. Lampiran IV : catalan atas Iaporan keuangan Tahun Anggaran 2009 



Pasal8 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 
(2) terdiri dari : 

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. 
b. Ikhtisar	 Laporan Keuangan Badan Umum Milik DaerahlPerusahaan 

Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini 

Pasal9 

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran Pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai uraian 
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah. 

Pasal10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal :3 - 9 - 2010 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

8AOHUKUM RYCKO MENOZA SZP 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 3 -0_ 2010 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 02.
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